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RINGKASAN

Natasya Asnija, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
April 2018, TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI
GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA (Studi Komparasi
dengan Negara India dan Belgia) Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., dan
M.Zairul Alam, SH., MH.

Pada Penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan dalam hal tinjauan
yuridis pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesia.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan hukum yang ada pada
pengaturan mengenai nama domain yaitu pendaftaran nama domain dengan
menggunakan nama sebuah indikasi geografis yang telah terdaftar dan dilindungi. Di
dalam peraturan nama domain di Indonesia hanya mengatur penggunaan nama
domain berkaitan denga merek saja, penggunaan indikasi geografis sebagai nama
domain belum ada yang mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu
Bagaimanakah penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)?
Dan Bagaimanakah pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis di
Indonesia dibandingkan dengan Negara India dan Belgia?

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif
(Comparative Approach). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh
penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun
dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan
metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban
atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan penggunaan indikasi geografis
sebagai nama domain di Indonesiabelum ada aturan yang mengatur mengenai hal
tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, maupun Kebijakan PANDI ketiga aturan tersebut masih terdapat
kekosongan hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan indikasi geografis
sebagai nama domain. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya pengaturan kebijakan
PANDI yang mengatur mengenai nama domain yang berkaitan dengan penggunaan
indikasi geografis, untuk memberikan kepastianhukum bagi pemilik hak atas indikasi
geografis yang indikasi geografisnya hendak dijadikan nama domain oleh pihak
secara tanpa hak. Berbeda dengan Negara India dan Belgia yang mana kedua Negara
tersebut memiliki Undang-Undang yang telah mengatur penggunaan Indikasi
Geografis sebagai nama domain.
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SUMMARY

Natasya Asnija, Civil Business Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April
2018, JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF GEOGRAPHICAL INDICATION
AS A DOMAIN NAME IN INDONESIA (Comparative Study with Indian and
Belgium Countries) Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M.Zairul Alam, SH.,
MH.

In this study, the authors raised the issue in terms of juridical review setting the use
of geographical indication as a domain name in Indonesia. This study is based on the
existence of legal vacuum in the arrangement of domain name that is registration of
domain name by using name of geographical indication which have been registered
and protected. In the regulation of domain names in Indonesia only regulate the use
of domain names related to premises only, the use of geographical indication as a
domain name has not been set.

Based on this, the authors raised the problem formulation that is, how the use
of geographical indication name as a domain name based on Law Number 11 Year
2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 20 of 2016 on Brands
and Geographical Indications and the policy of Internet Domain Name Manager
Indonesia (PANDI) And How does the domain name setting about geographical
indications in Indonesia compare to India and Belgium?

Writing this thesis using Juridical-Normative method with the approach of
legislation (Statute Approach) and comparative approach (Comparative Approach).
Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be
arranged and linked in such a way that will be arranged in a coherent and systematic
writing with analytical techniques using qualitative descriptive method.

From the results of research with the above method, the authors obtain
answers to existing problems that the use of geographical indication settings as
domain names in Indonesia there are no rules governing the matter. If reviewed
under the ITE Act, the Trademark on Trademarks and Geographical Indications, as
well as the PANDI Policies of the three rules there remains a legal vacuum in
regards to the use of geographical indications as domain names.Thus in this case
PANDI policy setting is required which regulates the domain name relating to the use
of geographical indication, to provide legal certainty for the right owner of
geographical indication which geographical indication to be used as domain name
by party without right. Unlike the Indian and Belgian States in which the two States
have laws that have governed the use of Geographical Indication as a domain name.
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ABSTRAK

NATASYA ASNIJA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, April 2018, TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN
PENGGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI
INDONESIA (Studi Komparasi dengan Negara India dan Belgia), Afifah
Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M. Zairul Alam, S.H., MH.

Nama Domain merupakan unsur yang sangat penting dalam internet karena
merupakan alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha
yang kegunaannya untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
Sifat dari nama domain yang unik dapat menyebabkan nama domain sering
diperselisinkan oleh dua atau lebih pihak yang merasa berhak untuk menggunakan
nama domain tersebut. Perselisihan mengenai nama domain yang dapat terjadi yaitu
perselisihan nama domain yang menggunakan sebuah indikasi geografis yang telah
terdaftar dan dilindungi. Namun, penggunaan indikasi geografis sebagai nama
domain tersebut dilakukan secara tanpa hak oleh pihak yang tidak memiliki
kepentingan atas indikasi geografis yang dimaksud. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparasi (Comparative Approach).
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan peraturan nama domain di Indonesia
masih terdapat kekosongan terhadap Indikasi Geografis yang digunakan dalam
bentuk nama domain. Sehingga, Indonesia perlu mengatur peraturan mengenai
Indikasi Geografis yang digunakan ke dalam bentuk nama domain seperti halnya
dengan Negara India dan Belgia yang sudah memiliki peraturan yang mengatur
mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai nama domain.

Kata Kunci : Nama Domain, Indikasi Geografis
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SH., MH

Faculty of Law
Universitas Brawijaya
Email: natasyaasnija@gmail.com

ABSTRACT

NATASYA ASNIJA, Economic and Bussines Law, Law Faculty, University
Of Brawijaya, April 2018, JURIDICAL REVIEW OF USING A GEOGRAPHICAL
INDICATION AS A DOMAIN NAME IN INDONESIA (A Comparative Study On
India and Belgium), Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M. Zairul Alam, S.H.,
MH.

A domain name is essential part of webpage, as it shows address and reflects
identity of an individual, organisation, or company. Internet serves as a medium to
communicate online and consists of codes, unique characters which bring users to a
certain location on the Internet. A unique name of domain usually causes dispute
among certain parties who perceive that they deserve more of the domain name, and
the domain name in dispute is that a registered geographical indication used as
domain name by a party holding no right or authority to use the name of
geographical indications. The method used in this research was normative juridical
with statute and comparative approach. The research result revealed that the absence
of regulation that regulates the use of Geographical Indications as domain names
seems to be the issue. Therefore, it is essential that the regulation of the use of
Geographical Indications as domain names be set like in India and Belgia where
there is already regulation regarding the use of Geographical Indications as domain
names.

Keywords: Domain Name, Geographical Indications
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